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BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 499 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 590/KEP/BPP/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU GAJI PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa karena terjadinya, mutasi, promosi, demosi
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman dan keadaan tertentu, perlu merubah’
Keputusan Bupati Nomor 590/KEP/BPP/2023 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran  Pembantu, Pembantu  Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Gaji Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas
Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor

PARAF KQORDINASI 590/KEP/BPP/2023 tentang Penunjukan dan

SEKD A f" Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,

”WMASEH (ﬁﬂ Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

U ! Pembantu, Pembantu Bendahara  Pengeluaran’

FﬁEhGHUKW Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji

{AAVAVIVIVE , Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2024; .y

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pcnggant! Undnng-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

10.

Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29?.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023,
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6968},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
10) sebagnimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Perangkat
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Padang
Parinman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Padang Parinman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU * Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Padang
Pariaman Nomor 590/KEP/BPP/2023 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna-
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara  Pengeluaran,  Pembantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2024,

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merubah Lampiran VII dan Lampiran XXIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal’
ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
PARAF KOORDINASI R TERERRl & SRWE 004
SEKDA |
L POUSATEN

e e

RAGHINE

et i e R e

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

RAHMANG

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr.Menteri Keuangan RI di Jakarta;

2. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

3. 8dr.Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Bank
Nagari Cabang Lubuk Alung di Lubuk Alung; dan

4. Perangkat Dacrah yang bersangkutan.
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